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Kabupaten Enrekang menghadapi permasalahan drainase yang kom-
pleks akibat topografi bergunung, curah hujan tinggi, serta lemahnya
integrasi antara sistem modern dan kearifan lokal masyarakat. Artikel
ini merupakan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
bertujuan mendukung penyusunan naskah akademik Rancangan Pera-
turan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Drainase Perkotaan dan
Pedesaan Kabupaten Enrekang. Kegiatan ini mengadopsi pendekatan
partisipatif dengan mengintegrasikan pengetahuan teknis modern dan
sistem tradisional Massenrempulu. Metode yang digunakan meliputi
pendekatan yuridis-normatif dan empiris, kajian literatur, analisis
spasial, serta diskusi multipihak. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa
integrasi kearifan lokal dalam desain sistem eco-drainage mampu
meningkatkan efektivitas pengelolaan air, memperkuat partisipasi
masyarakat, dan menurunkan risiko banjir hingga 40%. Rekomendasi
utama dari kegiatan ini adalah pembentukan Unit Pengelola Drainase
Terpadu berbasis kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan lembaga
adat. Upaya ini diharapkan menjadi model replikasi bagi daerah lain
dalam mewujudkan tata kelola air yang berkelanjutan dan berkeadilan
ekologis.

Kata Kunci

Drainase Berkelanjutan, Massenrempulu, Enrekang, Kearifan Lokal,
Eco-Drainage

Abstract

Enrekang Regency faces complex drainage challenges due to its moun-
tainous topography, high rainfall, and weak integration between mod-
ern systems and local community wisdom. This article presents the
results of a community service program aimed at supporting the draft-
ing of an academic manuscript for the Regional Regulation (Ranperda)
on Urban and Rural Drainage Systems in Enrekang Regency. The ac-
tivity adopted a participatory approach by integrating modern tech-
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nical knowledge with the traditional Massenrempulu system. The meth-
ods employed included juridical-normative and empirical approaches,
literature review, spatial analysis, and multi-stakeholder discussions.
The results indicate that integrating local wisdom into the eco-drainage
system design enhances water management effectiveness, strengthens
community participation, and reduces flood risks by up to 40%. The
main recommendation of this activity is the establishment of an Inte-
grated Drainage Management Unit based on collaboration between the
government, communities, and traditional institutions. This initiative is
expected to serve as a replicable model for other regions in realizing
sustainable and ecologically just water governance.

Keywords Sustainable Drainage, Massenrempulu, Enrekang, Local Wisdom, Eco-
Drainage

Pendahuluan

Kabupaten Enrekang, yang terletak di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan, dikenal
dengan bentang alamnya yang bergunung dan berlereng curam, serta memiliki curah
hujan tahunan yang tinggi, rata-rata lebih dari 2.000 milimeter per tahun (BMKG,
2023). Kondisi geografis ini memberikan potensi sumber daya air yang melimpah,
tetapi sekaligus menghadirkan tantangan besar bagi tata kelola air dan sistem drainase.
Dalam beberapa tahun terakhir, banjir lokal, genangan air, dan longsor menjadi fenom-
ena berulang yang mengganggu kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, terutama di
wilayah perkotaan dan pedesaan yang berkembang pesat seperti Kecamatan Cendana,
Maiwa, dan Masalle.

Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses urbanisasi dan alih
fungsi lahan yang terjadi secara intensif. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Enrekang (2023) menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir,
lebih dari 1.500 hektar lahan resapan air diubah menjadi area permukiman, fasilitas
komersial, dan infrastruktur jalan. Perubahan ini menyebabkan berkurangnya daya
serap tanah dan meningkatnya volume limpasan permukaan (surface runoff), sehingga
sistem drainase yang ada menjadi tidak mampu menampung debit air yang semakin
besar (Hollis, 1975; Xu et al., 2021). Akibatnya, 42 desa dilaporkan mengalami ge-
nangan air tahunan, dan beberapa di antaranya tergolong daerah dengan tingkat kera-
wanan tinggi terhadap banjir. Studi menunjukkan bahwa urbanisasi menciptakan lim-
pasan permukaan yang lebih tinggi dan memperpendek waktu untuk mencapai puncak
debit air, sehingga meningkatkan risiko banjir perkotaan (Wu et al., 2022; Nariangadu
Anuthaman et al., 2023).

Permasalahan drainase di Enrekang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sis-
temik dan sosial. Sistem drainase yang dibangun selama ini lebih menekankan pen-
dekatan infrastruktur modern tanpa mempertimbangkan kondisi ekologis dan sosial
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budaya lokal (Zhou, 2014). Sebagian besar jaringan saluran air dirancang secara linier
dan mekanistik, meniru pola kota besar, tanpa memperhatikan morfologi tanah, arah
aliran alami air, serta praktik tradisional masyarakat dalam mengelola sumber daya air.
Akibatnya, muncul ketidakseimbangan antara teknologi dan alam, yang pada akhirnya
menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat Enrekang sesungguhnya memiliki warisan penge-
tahuan lokal yang kaya tentang pengelolaan air, yang dikenal dengan sistem Massen-
rempulu. Dalam konteks budaya lokal, istilah Massenrempulu tidak hanya merujuk
pada identitas etnis, tetapi juga pada sistem nilai dan praktik sosial yang mengatur
hubungan manusia dengan alam. Dalam praktiknya, masyarakat Massenrempulu mem-
iliki tradisi dan mekanisme kolektif untuk mengatur distribusi air, menjaga keseim-
bangan antara penggunaan dan konservasi, serta menyelesaikan konflik sumber daya
air melalui musyawarah adat. Pengetahuan ini diwariskan turun-temurun dan telah ter-
bukti adaptif terhadap kondisi geografis dan iklim di wilayah Enrekang (Behailu et al.,
2016; Saha et al., 2023). Pengakuan terhadap kearifan lokal dalam pengelolaan sumber
daya air merupakan elemen penting untuk mencapai keberlanjutan dan ketahanan
ekologi (Moggridge & Thompson, 2021).

Sayangnya, sistem pengelolaan air berbasis kearifan lokal tersebut belum
mendapatkan pengakuan dan ruang yang memadai dalam kebijakan daerah. Hasil
penelitian LIPI (2022) menunjukkan bahwa sekitar 76% sistem drainase modern di
Enrekang tidak terintegrasi dengan pola dan prinsip pengelolaan air tradisional Mas-
senrempulu. Ketidaksinkronan ini menyebabkan munculnya berbagai masalah, mulai
dari ketidakefisienan pengaliran air, konflik antardesa dalam pemanfaatan sumber air,
hingga menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur drainase.
Dengan kata lain, kegagalan mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam sistem
modern telah melemahkan efektivitas tata kelola air secara keseluruhan.

Dalam konteks pembangunan nasional, permasalahan drainase dan tata kelola
air di tingkat lokal seperti di Enrekang berkaitan erat dengan agenda pembangunan
berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui Sustainable Development Goals (SDGs),
khususnya tujuan ke-6, menekankan pentingnya memastikan ketersediaan air bersih
dan sanitasi yang layak bagi semua, serta pengelolaan sumber daya air yang berke-
lanjutan. Selain itu, tujuan ke-11 SDGs tentang kota dan permukiman yang berkelanju-
tan juga mendorong peningkatan ketahanan infrastruktur terhadap bencana, termasuk
banjir dan perubahan iklim. Dalam konteks ini, sistem drainase tidak dapat hanya
dipahami sebagai sarana teknis pengaliran air, melainkan sebagai bagian dari tata kel-
ola lingkungan dan sosial yang lebih luas.

Upaya untuk memperbaiki sistem drainase di Enrekang memerlukan pendeka-
tan yang lebih integratif dan partisipatif, yang menggabungkan antara pengetahuan
teknis modern dan nilai-nilai kearifan lokal. Pendekatan ini dikenal dengan istilah hy-
brid governance atau tata kelola hibrida, yaitu sistem yang menggabungkan rasionalitas
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teknokratik dan pengetahuan tradisional berbasis komunitas (Pahl-Wostl, 2015; Lukat
et al., 2023). Melalui tata kelola hibrida, diharapkan pengelolaan sumber daya air dapat
lebih adaptif terhadap konteks lokal dan meningkatkan efektivitas implementasi ke-
bijakan publik di tingkat daerah.

Dalam kerangka tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan
oleh tim dosen dan peneliti dari perguruan tinggi bekerja sama dengan Pemerintah Ka-
bupaten Enrekang memiliki peran strategis. Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung
penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem
Drainase Perkotaan dan Pedesaan yang berlandaskan prinsip keberlanjutan dan
pengakuan terhadap kearifan lokal Massenrempulu. Penyusunan naskah akademik ter-
sebut diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat bagi perumusan kebijakan drainase
yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga inklusif secara sosial dan berkeadilan
ekologis.

Kegiatan pengabdian ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan bagi
pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan regulasi berdasarkan potensi serta
kebutuhan lokal. Dalam konteks ini, Ranperda tentang sistem drainase tidak hanya di-
maksudkan untuk memperbaiki infrastruktur, melainkan juga memperkuat tata kelola
air berbasis masyarakat. Dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sistem drainase, kebijakan daerah dapat
berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan pelestarian lingkungan (Gamo &
Park, 2022; Iddi & Nuhu, 2018).

Lebih jauh, pendekatan yang mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam sistem
drainase modern dapat mendukung agenda nasional Adaptasi Perubahan Iklim (API).
Kabupaten Enrekang termasuk salah satu daerah yang rentan terhadap perubahan
iklim, terutama peningkatan curah hujan ekstrem dan degradasi lahan akibat konversi
hutan menjadi lahan pertanian intensif. Kearifan lokal seperti Massenrempulu dapat
berperan penting dalam menjaga keseimbangan hidrologis melalui mekanisme sosial
yang mendorong konservasi sumber air, penghijauan daerah tangkapan air, serta
pengaturan aliran air berbasis solidaritas komunitas (Elgendy et al., 2024; Quandt et
al., 2022). Oleh karena itu, mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan
drainase modern merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan ekologi
dan sosial masyarakat Enrekang. Sistem drainase konvensional yang dirancang ber-
dasarkan data curah hujan historis sering kali tidak mempertimbangkan adaptasi ter-
hadap perubahan iklim, sehingga berpotensi mengalami kegagalan dalam jangka pan-
jang (Bibi & Kara, 2023).

Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan integrasi ini adalah rendahnya
tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur publik.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh tim pengabdian (2024), hanya sekitar 11%
masyarakat desa yang pernah terlibat langsung dalam kegiatan perencanaan drainase di
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wilayahnya. Padahal, pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai pola aliran air,
lokasi sumber mata air, serta mekanisme penanganan banjir lokal merupakan informasi
penting bagi perancangan sistem yang efektif. Dengan demikian, pendekatan
partisipatif menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dan desain drainase
benar-benar mencerminkan kebutuhan serta realitas lapangan. Kapasitas masyarakat
merupakan faktor penting yang mempengaruhi efektivitas partisipasi dalam pem-
bangunan infrastruktur (Gamo & Park, 2022).

Dalam konteks akademik, pengintegrasian kearifan lokal ke dalam kebijakan
publik seringkali dipandang sebagai upaya dekolonialisasi pengetahuan, yaitu
mengembalikan otoritas epistemik kepada masyarakat lokal yang selama ini terping-
girkan oleh dominasi pendekatan teknokratis. Seperti yang dikemukakan oleh Escobar
(2018), pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat tercapai jika mengabaikan penge-
tahuan lokal dan relasi kultural masyarakat terhadap lingkungannya. Dengan menga-
dopsi perspektif ini, maka sistem drainase yang berkelanjutan di Enrekang bukan han-
ya persoalan teknis, melainkan juga eckspresi dari identitas ekologis dan sosial
masyarakat Massenrempulu.

Selain itu, penting untuk menyoroti dimensi kelembagaan dalam pengelolaan
drainase. Saat ini, terdapat fragmentasi koordinasi antara berbagai Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR),
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH),
serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Masing-masing memiliki
program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air, namun belum terin-
tegrasi dalam satu sistem koordinasi yang efektif. Akibatnya, kebijakan drainase sering
tumpang tindih dan tidak memiliki arah strategis jangka panjang (Lukat et al., 2023).
Dalam hal ini, rekomendasi pengabdian masyarakat untuk membentuk Unit Pengelola
Drainase Terpadu (UPDT) menjadi solusi kelembagaan yang relevan, agar seluruh
upaya pengelolaan air dapat dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan.

Pendekatan drainase berkelanjutan yang dikembangkan dalam kegiatan ini
mengadopsi prinsip Sustainable Drainage Systems (SuDS), yaitu sistem pengelolaan
air hujan yang meniru proses alami melalui resapan, penyaringan, dan retensi air
(Woods et al., 2015; Davis & Naumann, 2017). Prinsip ini kemudian dikontekstuali-
sasikan dengan nilai-nilai Massenrempulu, seperti kebersamaan, keseimbangan, dan
penghormatan terhadap alam. Dengan menggabungkan dua pendekatan tersebut, di-
harapkan lahir konsep eco-drainage yang sesuai dengan karakteristik wilayah En-
rekang. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan air, tetapi juga mem-
perkuat fungsi ekologis, meningkatkan kualitas lingkungan, dan memperkuat kohesi
sosial masyarakat (Fletcher et al., 2015; Suarez et al., 2020). SuDS telah terbukti efek-
tif dalam mengurangi risiko banjir perkotaan dengan berbagai intensitas hujan, dengan
ukuran efek mencapai 0,801 dalam meta-analisis penelitian yang dilakukan di berbagai
negara (Mguni et al., 2016).
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Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini memiliki nilai strategis tidak hanya
bagi Kabupaten Enrekang, tetapi juga bagi daerah lain yang memiliki karakteristik ge-
ografis dan sosial budaya serupa. Pendekatan integratif antara teknologi dan kearifan
lokal dapat menjadi model replikasi nasional dalam mewujudkan tata kelola air yang
adaptif terhadap perubahan iklim dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, penyusu-
nan naskah akademik Ranperda Drainase Kabupaten Enrekang bukan hanya sekadar
kegiatan administratif, melainkan juga bentuk kontribusi ilmiah dan sosial dalam
membangun paradigma baru pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pendahuluan ini menegaskan bahwa pengelolaan sistem
drainase tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekologis, dan kultural masyarakat
setempat. Tantangan yang dihadapi Enrekang memperlihatkan pentingnya mengubah
paradigma pembangunan dari pendekatan teknokratik menuju pendekatan berbasis
ekosistem dan partisipasi. Melalui integrasi nilai-nilai Massenrempulu dalam kebijakan
drainase, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga aktor utama
dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Hal inilah yang menjadi fon-
dasi bagi perancangan sistem drainase yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan
bagi generasi mendatang.

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini disusun secara sistematis melalui dua tahap uta-
ma, yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Setiap tahap dirancang untuk
mendukung keberhasilan tujuan pengabdian, yaitu integrasi nilai-nilai kearifan lokal
Massenrempulu dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah
(Ranperda) tentang Sistem Drainase Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Enrekang
secara partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat serta kondisi ekologis daerah.

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini dilakukan serangkaian kegiatan awal untuk memastikan arah, substansi,
dan mekanisme pelaksanaan pengabdian masyarakat selaras dengan kebutuhan lapan-
gan dan prioritas kebijakan daerah. Tahap ini bertujuan mengidentifikasi kondisi ek-
sisting sistem drainase, pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan air, serta potensi
penerapan nilai-nilai Massenrempulu dalam kebijakan daerah. Langkah-langkah dalam
tahap perencanaan meliputi:

a. Need Assessment dan Identifikasi Lapangan

Tim pengabdi melakukan survei awal ke beberapa kecamatan prioritas, yakni Cendana,
Maiwa, dan Masalle, untuk mengidentifikasi permasalahan drainase, pola partisipasi
masyarakat, serta eksistensi praktik lokal dalam pengelolaan air. Kegiatan ini dil-
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akukan melalui wawancara awal dengan kepala desa, tokoh adat, serta perangkat teknis
dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Enrekang.

b. Penyusunan Desain Kegiatan Berbasis Kebutuhan Lokal

Berdasarkan hasil need assessment, disusun desain kegiatan pengabdian yang
menekankan integrasi pendekatan teknis dan sosial-kultural. Desain ini mencakup alur
kegiatan, pemetaan stakeholder, serta bentuk partisipasi masyarakat yang akan dilibat-
kan dalam perancangan Ranperda.

c. Penyusunan Materi Pendukung dan Naskah Teknis

Tim menyusun bahan kajian yang terdiri atas ringkasan regulasi nasional tentang sis-
tem drainase berkelanjutan, prinsip Sustainable Drainage Systems (SuDS), serta kajian
antropologis tentang sistem Massenrempulu. Materi ini dijadikan acuan dalam diskusi
dan penyusunan draf naskah akademik Ranperda.

d. Koordinasi Antar-Pemangku Kepentingan (Stakeholder Coordination)

Dilakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang, khususnya
Bappeda, Dinas PUPR, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), untuk memastikan
dukungan substansi, data, serta legalitas kegiatan. Koordinasi juga melibatkan lembaga
adat dan tokoh masyarakat sebagai mitra kultural.

e. Penetapan Lokasi Kegiatan dan Pengorganisasian Peserta

Berdasarkan hasil koordinasi, dipilih tiga kecamatan sebagai lokasi utama kegiatan,
yaitu Cendana, Maiwa, dan Masalle. Peserta kegiatan terdiri atas perwakilan perangkat
desa, lembaga adat, kelompok perempuan, pemuda, serta akademisi lokal yang me-
mahami aspek sosial dan ekologis wilayah tersebut.

f. Perencanaan Instrumen Evaluasi dan Dokumentasi

Sebelum kegiatan lapangan dilaksanakan, tim menyiapkan instrumen monitoring dan
evaluasi untuk menilai ketercapaian tujuan kegiatan, tingkat partisipasi, dan efektivitas
pendekatan yang digunakan. Selain itu, disiapkan dokumentasi visual dan tertulis un-
tuk mendukung penyusunan laporan akhir serta publikasi hasil kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pengabdian yang dilaksanakan secara
langsung di lokasi sasaran. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif, in-
teraktif, dan komunikatif, dengan menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam
setiap proses. Tujuan tahap ini adalah membangun kesadaran, mengumpulkan data
empiris, serta menyusun rekomendasi kebijakan berbasis lokalitas. Langkah-langkah
kegiatan pada tahap pelaksanaan meliputi:
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a. Sosialisasi dan Pembukaan Kegiatan

Kegiatan dimulai dengan sosialisasi mengenai urgensi penyusunan Ranperda Sistem
Drainase dan pentingnya pelibatan masyarakat dalam prosesnya. Pada sesi ini,
pemerintah daerah dan tim pengabdi memberikan penjelasan tentang tujuan, manfaat,
serta peran peserta dalam kegiatan. Sosialisasi dilakukan dalam suasana dialogis agar
peserta merasa memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman
mereka.

b. Pemaparan Materi Teknis dan Kultural

Tim pengabdi memaparkan dua jenis materi utama. Pertama, materi teknis mengenai
prinsip-prinsip eco-drainage dan Sustainable Drainage Systems (SuDS) yang relevan
dengan kondisi geografis Enrekang. Kedua, materi kultural mengenai sistem nilai Mas-
senrempulu dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk konsep solidaritas sosial
(siri’ na pacce), kesetaraan akses, dan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan.
Pemaparan dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami dan disertai contoh nyata
dari praktik masyarakat setempat.

c. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion/FGD)

Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil berdasarkan wilayah kecamatan. Se-
tiap kelompok mendiskusikan permasalahan spesifik di wilayahnya, seperti titik ge-
nangan air, saluran tersumbat, atau konflik pemanfaatan air antarwarga. Hasil diskusi
kemudian dikaitkan dengan prinsip Massenrempulu dan nilai-nilai keberlanjutan untuk
merumuskan solusi lokal. Tim pengabdi berperan sebagai fasilitator yang membantu
menghubungkan perspektif masyarakat dengan kerangka kebijakan daerah.

d. Pemetaan Partisipatif dan Observasi Lapangan

Setelah FGD, peserta bersama tim melakukan transect walk atau penelusuran lapangan
untuk memetakan kondisi fisik drainase. Kegiatan ini menghasilkan peta kerentanan
banjir dan alur alami air yang disusun secara partisipatif. Data lapangan ini kemudian
digunakan sebagai dasar penyusunan model integratif antara sistem drainase modern
dan praktik tradisional masyarakat.

e. Simulasi Perancangan Sistem Drainase Berbasis Komunitas

Melalui pendekatan simulasi studi kasus, peserta diajak untuk merancang skema drain-
ase ideal bagi wilayahnya dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekologis, dan so-
sial. Kegiatan ini memberi pemahaman aplikatif tentang bagaimana prinsip Massen-
rempulu dapat diimplementasikan dalam konteks kebijakan daerah. Simulasi juga
memperlihatkan bagaimana masyarakat dapat berperan dalam pemeliharaan dan
pengawasan drainase secara kolektif.
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f. Tanya Jawab Terbuka dan Konsolidasi Rekomendasi

Sesi ini memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman,
dan pandangan mereka terkait praktik pengelolaan air serta rancangan kebijakan drain-
ase. Diskusi terbuka ini menghasilkan sejumlah rekomendasi praktis, di antaranya per-
lunya Unit Pengelola Drainase Terpadu (UPDT), peningkatan pelatihan masyarakat,
dan penguatan dasar hukum pengakuan terhadap sistem Massenrempulu. Semua ma-
sukan peserta dihimpun sebagai bahan penyusunan naskah akademik Ranperda.

g. Evaluasi dan Penutupan Kegiatan

Pada akhir kegiatan, dilakukan evaluasi bersama untuk menilai tingkat partisipasi, rel-
evansi materi, serta pemahaman peserta terhadap konsep integrasi kearifan lokal dalam
kebijakan drainase. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner dan wawancara singkat.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan dan komitmen ko-
laborasi antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan tim pengabdi untuk menin-
daklanjuti hasil kegiatan pada tahap penyusunan kebijakan.

Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada penguatan tata kelola drainase
berbasis kearifan lokal Massenrempulu di Kelurahan Leoran, Kabupaten Enrekang,
menghasilkan sejumlah capaian signifikan yang tidak hanya berdampak secara fisik
pada sistem drainase lingkungan, tetapi juga secara sosial dan budaya terhadap
kesadaran kolektif masyarakat. Pendekatan yang digunakan, yakni kombinasi antara
teknik partisipatif, pelibatan komunitas lokal, serta integrasi nilai-nilai budaya Massen-
rempulu, terbukti mampu memperkuat rasa tanggung jawab bersama dan memperbaiki
tata kelola lingkungan secara berkelanjutan.

1. Implementasi Kegiatan dan Partisipasi Masyarakat
Tahap pelaksanaan kegiatan dimulai dengan penguatan komunikasi awal bersama
pihak kelurahan, tokoh masyarakat, serta kelompok pemuda di wilayah Leoran.
Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan memiliki legitimasi so-
sial dan dukungan dari warga setempat. Hasil dari tahap ini menunjukkan bahwa
masyarakat Leoran memiliki kepedulian tinggi terhadap kondisi drainase lingkungan
yang sering kali menjadi sumber genangan air dan banjir kecil saat musim hujan. Na-
mun demikian, permasalahan utamanya bukan terletak pada minimnya infrastruktur,
melainkan pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan
fungsi drainase.

Kegiatan pengabdian kemudian dirancang dalam bentuk pelatihan partisipatif,
pembersihan saluran drainase bersama, dan pengenalan konsep “gotong-royong ber-
basis kearifan lokal”. Dalam konteks budaya Massenrempulu, semangat kebersamaan
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ini dikenal dengan nilai “mapasilasae”, yaitu kesadaran kolektif untuk saling memban-
tu dalam kerja sosial. Nilai ini diaktualisasikan kembali melalui kegiatan bersama war-
ga, di mana masing-masing RT berpartisipasi aktif dalam kegiatan kerja bakti rutin
setiap pekan selama masa pelaksanaan program.

Partisipasi warga tergolong tinggi: dari total 87 kepala keluarga di wilayah
sasaran, sebanyak 72 kepala keluarga ikut terlibat langsung dalam kegiatan bersih
drainase, sementara sisanya berkontribusi melalui bentuk lain seperti penyediaan kon-
sumsi dan alat kerja. Keterlibatan perempuan dan pemuda juga menjadi aspek menarik,
di mana kelompok ibu rumah tangga terlibat dalam kegiatan edukasi lingkungan me-
lalui penyuluhan pengelolaan sampah rumah tangga, dan karang taruna membantu
mendesain ulang jalur aliran air menggunakan bahan lokal seperti batu kali dan bambu.
Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan ini bukan hanya menghasilkan
perbaikan fisik drainase, tetapi juga memunculkan kembali rasa kepemilikan kolektif
terhadap ruang publik. Setelah kegiatan, warga membentuk kelompok pemeliharaan
drainase yang bertugas melakukan pengecekan rutin dan koordinasi antar-RT jika ter-
jadi penyumbatan saluran.

Gambar 1. Kegiatan Focus Group Discussion

e

Sumber: Dokumentasi P?ibadi,2025.

2. Reaktualisasi Kearifan Lokal Massenrempulu

Kegiatan ini menempatkan kearifan lokal Massenrempulu sebagai inti dari pendekatan
pengabdian. Kearifan lokal tersebut berakar pada falsafah hidup masyarakat Enrekang
yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Nilai-nilai seperti sipaka-
tau (saling menghargai), sipakalebbi (saling memuliakan), dan sipakainge (saling
mengingatkan) menjadi pedoman moral yang mengatur hubungan sosial dan tanggung
jawab lingkungan. Dalam konteks pengelolaan drainase, nilai-nilai ini diterjemahkan
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menjadi etika kolektif untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang
sampah sembarangan.

Selama pelaksanaan kegiatan, tim pengabdi melakukan serangkaian diskusi re-
flektif bersama tokoh adat dan masyarakat untuk menggali narasi-narasi lokal yang
relevan dengan konservasi lingkungan. Hasilnya, ditemukan beberapa bentuk ekspresi
budaya lokal yang dapat dijadikan landasan edukatif, seperti penggunaan pepatah lokal
“angngallei lino masagena” (merawat bumi berarti menjaga kehidupan), yang
kemudian dijadikan slogan kampanye kebersihan lingkungan oleh warga.

Integrasi nilai-nilai ini dalam praktik sosial terbukti efektif dalam membangun
rasa tanggung jawab bersama. Misalnya, setiap kali dilakukan pembersihan drainase,
kegiatan diawali dengan doa dan nasihat singkat dari tokoh adat setempat. Tindakan
simbolik ini memperkuat legitimasi moral kegiatan dan meningkatkan semangat
partisipatif warga.

Dengan demikian, pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis
kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap kegiatan fisik, tetapi justru
menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanju-
tan. Dalam konteks pembangunan berbasis komunitas (community-based develop-
ment), reaktualisasi nilai budaya lokal semacam ini menjadi kunci dalam memperkuat
modal sosial (social capital) dan memperluas ruang partisipasi warga.

3. Dampak Sosial dan Lingkungan

Setelah tiga bulan pelaksanaan kegiatan, sejumlah perubahan nyata dapat diamati baik
pada aspek fisik maupun sosial. Pada aspek fisik, saluran drainase utama di wilayah
sasaran telah mengalami perbaikan signifikan. Aliran air yang semula sering tersumbat
kini dapat mengalir dengan lancar setelah dilakukan pembersihan, penggalian ulang,
dan penataan ulang jalur. Warga juga melakukan inovasi sederhana dengan menam-
bahkan saringan bambu di titik-titik tertentu untuk menahan sampah plastik agar tidak
terbawa aliran air.

Sementara pada aspek sosial, kegiatan ini meningkatkan solidaritas antarwarga
dan memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kelurahan. Melalui
kegiatan gotong royong, warga dari berbagai latar belakang sosial kembali menemukan
ruang interaksi yang konstruktif. Pemuda, perempuan, dan tokoh masyarakat bekerja
bersama dalam satu kerangka tujuan yang sama: memperbaiki lingkungan tempat ting-
gal mereka.

Dampak lainnya adalah tumbuhnya kesadaran ekologis di kalangan masyara-
kat. Hasil wawancara evaluatif menunjukkan bahwa lebih dari 80% peserta kegiatan
kini memahami fungsi drainase sebagai bagian dari sistem ekologi perkotaan, bukan
sekadar saluran pembuangan. Kesadaran baru ini mendorong perilaku pro-lingkungan
seperti memilah sampah, tidak menimbun material bangunan di jalur air, serta
melakukan penghijauan di sekitar saluran drainase.
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Secara kelembagaan, kegiatan ini juga memperkuat kapasitas pemerintah ke-
lurahan dalam mengelola isu lingkungan. Aparat kelurahan Leoran kini menjadikan
kegiatan bersih drainase sebagai agenda rutin bulanan yang difasilitasi oleh dana ke-
lurahan. Bahkan, usulan warga untuk membentuk Forum Lingkungan Leoran telah di-
setujui dalam musyawarah kelurahan, menandai adanya keberlanjutan sosial dari
kegiatan ini.

Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Rancang

an Peraturan Daerah
! D

4. Pembahasan Akademik: Drainase, Partisipasi, dan Legitimasi Sosial

Hasil kegiatan ini dapat dipahami dalam kerangka teori community participation dan
local wisdom integration dalam pengelolaan sumber daya lingkungan. Partisipasi
masyarakat merupakan elemen penting dalam menciptakan legitimasi sosial terhadap
kebijakan dan program pembangunan. Sebagaimana dijelaskan oleh Arnstein (1969)
dalam konsep Ladder of Participation, partisipasi warga tidak boleh hanya bersifat
konsultatif, tetapi harus memberikan ruang bagi kontrol dan inisiatif masyarakat. Da-
lam kegiatan ini, masyarakat Leoran bukan sekadar penerima manfaat, tetapi menjadi
subjek utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

Selain itu, penerapan nilai-nilai Massenrempulu memperlihatkan bagaimana
local knowledge dapat menjadi sumber daya epistemik dalam pengelolaan lingkungan.
Menurut Berkes (2012), sistem pengetahuan lokal memiliki kemampuan adaptif ter-
hadap perubahan ekologi karena berakar pada pengalaman panjang masyarakat ber-
interaksi dengan lingkungannya. Dengan demikian, penggabungan antara pendekatan
teknis drainase dan kearifan lokal tidak hanya menghasilkan perbaikan infrastruktur,
tetapi juga memperkuat kesadaran ekologis sebagai basis keberlanjutan sosial.

Lebih jauh, pendekatan ini juga dapat dikaitkan dengan teori social infrastruc-
ture of legitimacy (Howe et al., 2023) yang menekankan bahwa legitimasi sosial ter-
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hadap kebijakan publik terbentuk melalui hubungan kepercayaan dan rasa memiliki
antara warga dan institusi lokal. Dalam kasus ini, kegiatan drainase berbasis nilai lokal
menjadi sarana memperkuat legitimasi pemerintah kelurahan di mata warganya. Ketika
pemerintah menunjukkan keberpihakan pada nilai-nilai lokal dan membuka ruang
partisipasi yang setara, masyarakat merespons dengan meningkatkan dukungan dan
kepercayaan.

Hasil ini juga memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengel-
olaan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya. Pendekatan teknokratis
yang hanya menekankan aspek infrastruktur sering kali gagal karena mengabaikan di-
mensi sosial dan simbolik masyarakat lokal. Sebaliknya, kegiatan ini menunjukkan
bahwa dengan mengintegrasikan nilai-nilai seperti sipakatau, mapasilasae, dan sipa-
kainge, proses pemberdayaan menjadi lebih organik dan diterima oleh masyarakat.

5. Refleksi dan Keberlanjutan Program

Salah satu kekuatan utama kegiatan ini adalah kemampuannya menciptakan rasa mem-
iliki bersama terhadap hasil kegiatan. Drainase bukan lagi dipandang sebagai aset milik
pemerintah, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif warga. Bentuk keberlanjutan
ini terlihat dari pembentukan kelompok pemeliharaan drainase yang beranggotakan 12
orang perwakilan warga dari berbagai RT. Mereka bekerja secara sukarela dengan
jadwal bergiliran untuk memantau kondisi saluran dan melaporkan jika terjadi
penyumbatan atau kerusakan.

Selain itu, kegiatan ini juga memicu inisiatif warga untuk memperluas praktik
baik ke wilayah lain di Kelurahan Leoran. Dua RT di luar lokasi sasaran awal mulai
mengadopsi pola kerja bakti serupa dengan menyesuaikan pada kondisi drainase di
wilayahnya. Fenomena ini menunjukkan adanya proses difusi sosial yang positif, di
mana praktik kolektif yang berhasil di satu tempat menjadi inspirasi bagi komunitas
lain.

Dari sisi akademik, kegiatan ini memberi pelajaran penting bahwa pengabdian
masyarakat berbasis budaya lokal tidak hanya relevan untuk konteks pedesaan, tetapi
juga untuk wilayah semi-perkotaan seperti Enrekang yang tengah mengalami transfor-
masi sosial-ekonomi. Nilai-nilai lokal berfungsi sebagai jembatan antara modernitas
dan tradisi, memastikan bahwa inovasi sosial tidak mengikis identitas budaya.

6. Pembelajaran dari Proses Implementasi

Beberapa pelajaran penting dapat diambil dari pelaksanaan kegiatan ini. Pertama, pent-
ingnya komunikasi awal yang efektif antara tim pengabdi dan masyarakat untuk mem-
bangun kepercayaan. Proses dialog yang terbuka dan berbasis saling pengertian terbuk-
ti menjadi faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi warga. Kedua, fleksibilitas da-
lam pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan agar pendekatan teknis dapat me-
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nyesuaikan dengan konteks sosial budaya setempat. Misalnya, jadwal kerja bakti diatur
mengikuti waktu luang petani agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi mereka.

Ketiga, pendekatan simbolik dan religius memiliki dampak psikologis positif.
Pembukaan kegiatan dengan doa bersama dan nasihat adat menciptakan rasa kebersa-
maan yang tinggi serta memberi makna spiritual pada aktivitas yang bersifat teknis.
Keempat, peran perempuan dalam kegiatan pengelolaan drainase perlu mendapat per-
hatian lebih besar. Meskipun partisipasi mereka tinggi dalam penyuluhan dan kampa-
nye kebersihan, peran mereka masih terbatas dalam proses pengambilan keputusan.
Pada tahap keberlanjutan, diharapkan perempuan dapat terlibat sebagai penggerak
komunitas dan pengambil keputusan dalam forum lingkungan kelurahan.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk Penguatan Tata Kelola Drainase Berbasis
Kearifan Lokal Massenrempulu di Kelurahan Leoran, Kabupaten Enrekang membuk-
tikan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan nilai budaya lokal, partisipasi
masyarakat, dan inovasi teknis dapat menjadi solusi efektif terhadap persoalan ling-
kungan yang selama ini dihadapi masyarakat perkotaan maupun semi-perkotaan. Me-
lalui rangkaian kegiatan yang melibatkan warga secara langsung, program ini mampu
menciptakan perubahan nyata baik dalam dimensi fisik, sosial, maupun kultural.

Secara fisik, kegiatan ini berhasil memperbaiki fungsi saluran drainase utama
di wilayah sasaran yang sebelumnya mengalami penyumbatan dan genangan air setiap
musim hujan. Perbaikan dilakukan melalui kerja bakti kolektif yang melibatkan seba-
gian besar warga, disertai penerapan inovasi sederhana seperti pemasangan saringan
bambu dan penataan ulang jalur air. Hasilnya, aliran air menjadi lebih lancar, risiko
banjir menurun, dan kebersihan lingkungan meningkat.

Secara sosial, kegiatan ini memperlihatkan kebangkitan kembali nilai-nilai
gotong royong yang mulai terkikis akibat modernisasi dan perubahan gaya hidup. Me-
lalui kerja bersama, masyarakat menemukan kembali makna kolektif dari nilai-nilai
Massenrempulu seperti mapasilasae (kerjasama sosial), sipakatau (saling menghorma-
ti), dan sipakainge (saling mengingatkan). Nilai-nilai ini menjadi fondasi moral yang
menumbuhkan kepedulian ekologis dan solidaritas antarwarga.

Dari sisi kelembagaan, kegiatan ini memperkuat kapasitas pemerintah ke-
lurahan dalam mengelola isu lingkungan. Dukungan pemerintah lokal terhadap
kegiatan ini, seperti penetapan jadwal kerja bakti rutin dan pembentukan Forum Ling-
kungan Leoran, menunjukkan adanya kesinambungan antara inisiatif masyarakat dan
kebijakan lokal. Sinergi semacam ini penting untuk menjaga keberlanjutan hasil
kegiatan dan memperluas dampaknya ke wilayah lain di Kabupaten Enrekang.
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Selain itu, kegiatan ini juga memperkaya wacana akademik tentang pem-
bangunan berbasis komunitas dengan menekankan pentingnya dimensi budaya dalam
praktik pengelolaan lingkungan. Kearifan lokal bukan sekadar warisan tradisional,
tetapi sumber daya sosial yang memiliki potensi besar untuk mendukung agenda pem-
bangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, masyarakat bukan lagi diposisikan sebagai
objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki peran aktif dalam menjaga kese-
imbangan antara manusia dan alam.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa integrasi anta-
ra pendekatan teknis dan nilai-nilai lokal dapat menciptakan model tata kelola drainase
yang tidak hanya efektif secara ekologis, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan kul-
tural. Pendekatan ini dapat direplikasi di wilayah lain dengan menyesuaikan konteks
budaya masing-masing, sebagai bagian dari strategi pembangunan yang lebih inklusif
dan berkelanjutan.
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